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Analisis Kemandirian Keuanagn Daerah Kota Prabumulih Di Era Otonomi

Daerah
Abstraksi

Penelitian ini betujuan untuk membandingkan tingkat kemandirian keuangan
daerah kota Prabumulih sebelum dan sesudah otonomi dan perbandingannya dengan
kabupaten Muara Enim

Metodelogi yang digunakan untuk menganalisa tingkat kemandirian adalah
analisis kuantitatif dan analisis kualitatif dengan mencari Derajat Otonomi Fiskal
(DOF), Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal dan Upaya Fiskal. Hasil penelitian
menunjukan derajat kemandirian Prabumulih setelah otonomi (2001-2008)
mengalami penurunan. Sebelum otonomi daerah (1993-2000) derajat kemandirian
sebesar 5,39 persen menurun menjadi 4,30 persen. Ini dapat dilihat dari rendahnya
PAD terhadap TPD, Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal dan Upaya Fiskal setelah
otonomi. Sedangkan jika dibandingkan dengan kabupaten Muara Enim kemandirian
Prabumulih lebih rendah. Kemandirian Muara Enim sebesar 7,82 persen, sedangkan
Prabumulih sebesar 4,30 persen. Ini dapat dilihat dari rendahnya persentase PAD
Prabumulih terhadap TPD. Rendahnya kemandirian Prabumulih setelah otonomi
daerah dan perbandingannya dengan kabupaten Muara Enim mengindikasikan bahwa
kota Prabumulih belum mampu melaksanakan otonomi daerah, karena berada pada
kemandirian 0-25 persen dengan pola hubungan Instruktif.

Kata Kunci : Kemandirian Keuangan , Desentralisasi Fiskal, Otonomi

Daerah

Xi



Analysis Of Finance Autonomy In Prabumulih In Autonomy Era
Abstract

This research aims for comparing the region finance autonomy in Prabumulih
city before and after autonomy and also compare with Muara Enim regency

The method in this research using Analysis degree of autonomus is, a
quantitatif and qualitative analysis with a fiscal autonomy, fiscal needing, fiscal
capacity, and fiscal efforts for looking autonomus degree. His research had found
that autonomus of Prabumulih after autonomy is decreasing it before autonomy.
Degree autonomus before autonomy 5,39 percent became 4,30 percent. shown with
PAD to TPD, fiscal needing, fiscal capacity and effort fiscal. when we compare,
autonomy of Prabumulih less than Muara Enim regency with in 7,82 percent, where
as Prabumulih 4,30 percent. This fact show from the decreasing Ratio reginoal
income, fiscal needing, fiscal capacity and effort fiscal. The decreasing of
Prabumulih autonomy and Muara Enim regency after autonomy indicate that
Prabumulih city wasn’t success region autonomy because in 0-25 percent autonomus
degree with intractif pattern

Key word : Finance of autonomy, Desentralisasi fiscal, Autonomy of

Region

Xii



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 merupakan salah
satu peristiwa yang menyebabkan munculnya reformasi diseluruh aspek kehidupan,
yaitu adanya tuntutan pemberian otonomi yang luas dan bertanggung jawab kepada
daerah kabupaten dan kota. Intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar
menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah
dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah
(Mardiasmo, 1999 dalam Mardiasmo, 2002:4). Pertimbangan lain perlu
diselenggegarakannya otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam negeri
yang mengindikasikan keterbukaan dan kemandirian serta kondisi di luar negeri
menunjukan ke arah globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk
daya saing pemerintah daerah (Halim, 2007:1). Selain itu gagasan otonomi daerah
bertolak dari pemikiran untuk menjamin terjadinya efesiensi, efektivitas,
transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi, nilai-nilai kerakyatan dalam praktik

penyelenggaraan pemerintah daerah.

Selama masa orde baru harapan besar dari pemerintah daerah untuk dapat
mengembangkan daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak sendiri belum dapat
terwujud. Pembagian pendapatan asli daerah (PAD) yang kurang adil, karena 70
persen dari PAD setiap propinsi pertahun anggaran disetorkan kepada pemerintah
pusat dan daerah hanya memperoleh 30 persen dari pendapatan daerahnya, hal ini
dapat menyebabkan makin melebarnya jurang pembangunan antar pusat dan daerah

dan terjadinya ketergantungan fiskal, subsidi serta bantuan pemerintah pusat.



Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang diganti dengan
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor
33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, merupakan awal dari di berlakukannya sistem pemerintahan
otonomi yang dapat memberikan harapan kepada pemerintah daerah untuk
melaksanakan dan mengatur pemerintahannya sendiri dengan memperhatikan

prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, otonomi dacrah merupakan
hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah terbatas dalam pengolahan pembangunan yang bersifat lintas
kabupaten dan kota meliputi sektor perkebunan, perhubungan, pekerjaan umum dan
kehutuanan sedangkan untuk pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, fiskal

dan moneter serta peradilan dan agama masih diatur oleh pemerintah pusat

Otonomi daerah juga memberikan wewenang kepada pemerintah daerah
untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri atau dikenal dengan desentralisasi
fiskal. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu, suatu sistem
pembagian keuangan yang adil, proposional, demokratis, transparan dan efesien
dalam  rangka pengendalian penyelenggaraan  desentralisasi  dengan

mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan

penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantu.



Pembangunan daerah dalam era otonomi seharusnya dapat dibiayai sendiri
oleh pemerintah daerah melalui penerimaan daerah terutama pendapatan asli daerah.
Paling tidak pemerintah berupaya memperkecil ketergantungan dari bantuan
pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pembangunan daerahnya. Pendapatan
asli daerah merupakan bagian sumber penerimaan daerah yang dapat dijadikan tolak
ukur bagi kemampuan keuangan daerah untuk mewujudkan otonomi daerah dan

mencerminkan kemandirian daerah di era otonomi.

Kemampuan keuangan dan anggaran daerah pada dasarnya adalah
kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
Dalam hal ini lebih mengarah pada aspek kemandirian pemerintah daerah, terutama
bidang pengaturan penerimaan dan pengeluaran keuangan atau desentralisasi fiskal,
yang dapat diukur dengan derajat otonomi fiskal, melalui perhitungan kontribusi
PAD terhadap total APBD serta kontribusi sumbangan dan bantuan terhadap total

APBD (Listinita, 2008:3).

Pemerintah daerah harus terus berupaya menggali dan meningkatkan sumber
keuangan sendiri untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya. Upaya
peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan ekstensifikasi dan
diversifikasi dengan cara mencari sumber-sumber PAD yang baru dan meningkatkan
efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah tanpa membebani masyarakat di
daerahnya. Meningkatnya pendapatan asli daerah memberi indikasi yang baik bagi
kemampuan keuangan daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri, terutama

dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan

pembangunan daerah. (Puspita: 2009:4)



Kendala yang sering timbul dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah
bagaimana pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber daya yang ada guna
memperoleh pendapatan. Daerah yang memiliki sumberdaya yang besar, baik
sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam dapat memanfaatkan,
mengembangkan dan mencari sumber-sumber potensi baru untuk meningkatkan
pendapatan daerahnya, selain dari dana bantuan pemerintah pusat dan pemerintah
propinsi. Sebaliknya daerah yang kurang memiliki kekayaan alam dan kualitas
sumber daya manusia yang rendah hanya dapat mengandalkan bantuan dan subsidi
pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
(DAK) untuk dapat membiayai, mengembangkan dan melaksanakan fungsi layanan
publik kepada masyarakat daerahnya sendiri dan sulit untuk mengembangkan,
mencari dan memanfaatkan sumber-sumber penerimaan baru yang berasal dari

daerahnya sendiri.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah propinsi
Sumatera Selatan dalam mendukung pelaksanaan dan tujuan kebijakan otonomi
daerah yang sejalan dengan dikeluarkannya PP No. 129 tahun 2000 oleh pemerintah
pusat Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan
Penggabungan Daerah yang diganti dengan PP No. 78 tahun 2007 Tentang Tata Cara
Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah adalah dengan melakukan
pemekaran wilayah di beberapa kabupaten dan kota. Sejak berlakunya otonomi
daerah di Sumatera-selatan membentuk delapan daerah baru yaitu lima kabupaten

dan tiga kota. Salah satunya adalah pembentukan kota Prabumulih.

Sebelum menjadi kota, Prabumulih berstatus kota administratif yang
merupakan bagian dari kabupaten Muara Enim. Kondisi perekonomian kabupaten
Muara Enim selama delapan tahun sebelum otonomi daerah sangat berfluktuatif.
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Pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 1993, rata-rata
pertumbuhan ekonomi sebesar 0,04% persen. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 1994
sebesar 0,17 persen. Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang cukup
signifikan pada tahun 1998-1999 yaitu negative -1,01 dan -0,07 persen. Penurunan
ini disebabkan karena adanya krisis moneter yang berpengaruh pada perekonomian
Indonesia yang menyebabkan penurunan harga minyak gas dan batu bara yang
menjadi komoditas utama dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB. Keuangan
daerah kabupaten Muara Enim mengalami peningkatan setiap tahunnya, PAD Muara
Enim tertinggi pada tahun 2000 sebesar 8.220.780.000 rupiah pos pajak daerah
merupakan penyumbang terbesar bagi peningkatan PAD. Sedangkan untuk PAD
terendah terjadi pada tahun 1998 sebesar 3.504.000.000 rupiah, pada tahun ini terjadi
krisis keuangan dan ekonomi yang melanda ASIA termasuk Indonesia. Keinginan
masyarakat Prabumulih untuk meningkatkan kesejahteraan setelah krisis serta
keinginan untuk mengatur daerahnya dan mengelolah sumberdaya alamnya

merupakan alasan terbentuknya kota Prabumulih.

Kota Prabumulih  dibentuk berdasarkan pertimbangan pesatnya
perkembangan dan kemajuan propinsi Sumatera-Selatan pada umumnya dan kota
Prabumulih khususnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat
untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengatur dan mengurus rumah tangga
sendiri. Selain itu, kemajuan ekonomi, potensi daerah sosial budaya, sosial politik,
jumlah penduduk, luas daerah, dan mengurangi jarak rentang kendali ke ibu kota

kabupaten induk serta tuntutan adanya transparansi dalam hal pengelolan keuangan

daerah.



Strategi pemerintah kota Prabumulih melepaskan diri dari kabupaten Muara
Enim yang diresmikan pada tanggal 17 oktober 2001 berdasarkan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih merupakan langkah
awal untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian di daerahnya.
Didukung dengan potensi alam berupa minyak bumi dan gas (migas), dapat menjadi

andalan utama kota Prabumulih dalam meningkatkan pendapatan daerahnya.

Peningkatan PAD kota Prabumulih delapan tahun sesudah otonomi
merupakan salah satu tolak ukur dari perkembangan ekonomi daerah . PAD tertinggi
kota Prabumulih Pada tahun 2007 sebesar 15.824.346.035 rupiah. Tingkat efektivitas
Pemerintah Prabumulih dalam merealisasikan PAD yang ditargetkan selama delapan
tahun setelah otonomi sangat efektive. Rata-rata tingkat efektivitas sebesar 129,49
persen pertahunnya. Tabel 1.1 berikut ini menunjukan tingkat efektivitas pendapatan
asli daerah kota Prabumulih.

Tabel.1.1

Tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Prabumulih
Tahun 2001-2008 (Dalam Miliyar Rupiah)

Tahun Realisasi Target Persentase Tingkat
Efektivitas Efektivitas
2001 774.500.891 909.500.00 85,16 Kurang Efektive
2002 2.970.077.581 1.612.200.000 184,23 Sangat Efektive
2003 5.884.030.006 | 4.054.600.000 145,12 Sangat Efektive
2004 7.486.156.072 6.289.813.220 119,02 Sangat Efektive
2005 10.139.286.192 7.597.702.846 133,45 Sangat Efektive
2006 16.079.822.096 | 11.964.450.000 134,40 Sangat Efektive
2007 15.824.346.055 | 12.093.380.000 130,85 Sangat Efektive
2008 15.559.239.125 | 15.008.080.000 103,67 Sangat Efektive
Rata-rata persentase 129,49
Sumber: Dinas PPKAD Prabumulil
Adanya Peningkatan PAD dan terealisasinya target belum dapat

membuktikan bahwa kota Prabumulih telah mandiri dalam hal keuangan. Oleh

karena itu untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemandirian keuangan kota
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Prabumulih dapat dibandingkan dengan keadaan Prabumulih sebelum otonomi
dengan keadaan setelah otonomi serta membandingkannya dengan kabupaten Muara
Enim. Kabupaten Muara Enim yang sebelumnya merupakan kabupaten induk kota

administratif Prabumulih sebelum pemekaran.

Berapa besar tingkat kemandirian keuangan perlu diadakan suatu analisis
terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya demi
mewujudkan kemandirian keuangan di era otonomi. Alat analisis yang digunakan
untuk menganalisis kinerja keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis
otonomi fiskal daerah atau derajat otonomi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal,

upaya fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis bermaksud meneliti mengenai
tingkat kemandirian kota Prabumulih dengan judul “Analisis Kemandirian Keuangan

Daerah Kota Prabumulih Di Era Otonomi Daerah”
1.2 Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Berapa besar tingkat derajad otonomi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas

fiscal dan upaya fiskal kota Prabumulih sebelum dan sesudah otonomi

daerah.

2. Bagaimana perbandingan tingkat kemandirian keuangan kota Prabumulih

dan kabupaten Muara Enim



1.3 Tujuan penelitian
Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang ingin diperoleh adalah :

1. Mengetahui tingkat derajat otonomi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas
fiskal dan upaya fiskal kota Prabumulih sebelum dan sesudah otonomi

daerah.

2. Mengetahui perbandingan tingkat kemandirian keuangan Kota

Prabumulih dan kabupaten Muara Enim.
1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka manfaat yang dapat diperoleh dari

penulisan ini adalah:
1. Manfaat akademis

Manfaat ini di tunjukan bagi mahasiswa ekonomi pada umumnya dan
mahasiswa ekonomi pembangunan pada khususnya, agar memperoleh informasi
mengenai tingkat kemandirian (DOF), kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal dan upaya

fiskal kota Prabumulih sebelum dan sesudah otonomi daerah serta perbandingannya

dengan kabupaten Muara Enim.

2. Manfaat operasional

Manfaat ini dapat diperoleh bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan
pemerintah daerah dan dinas terkait sebagai bahan pertimbangan melakukan kajian
dalam mengambil keputusan mengenai bagaimana tingkat kemandirian daerah
(DOF), kapasitas fiskal, upaya kota Prabumulih sebelum dan sesudah otonomi

daerah dan perbandingannya dengan kabupaten Muara Enim.
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